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PUTUSAN
Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 28 Mei 1991, agama
Islam, pekerjaan xxx XxXXX XxXxxxX, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Grobogan, 16 Mei 1993, agama Islam,
pekerjaan XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman KEM Kawi 10 PT.
HPU (Harmoni Panca Utama) &€* PT. MGM (Marunda
Graha Mineral), XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXXXXXKX XXKXXX XKXX, XXX XXX XKXX, XXXXX XXXXX,
XXX XXXXXX,  XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX, sebagali

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 10 November 2020
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe,
tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni
2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xXxxxXxxX, sesuai
Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 04-06-2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah milik Penggugat di Tanjung Selor selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
3.1. Anak, umur 5 tahun;
3.2. Anak, umur 2 Tahun;
4. Bahwa selama 4 tahun hidup bersama, kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 yakni sejak Tergugat mutasi ke
XXXXX XXXXX, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
5.1. Komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara Penggugat dan
Tergugat;
5.2. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
Penggugat dan anak-anaknya;
5.3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di Muawa
Teweh
dengan memposting kemesraannya di media sosial;
6. Bahwa sejak Tergugat tinggal di Muawa Teweh, Tergugat tidak pernah
mengunjungi Penggugat dan anak anaknya lagi bahkan tidak pernah
memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan

perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
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Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti berupa:
A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.
xXxxxx tertanggal 09 Juli 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.

Diberi tanggal dan paraf;
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2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas
nama Tergugat tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-
nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama
TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 04 Juni 2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung
Selor xxxxxxxxx xxxxxxxX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi
tanggal dan paraf;
B. Saksi:

1. Saksi |, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXxX Xxxxxxxx, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah bapak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak yang bernama

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun lebih kurang satu tahun yang lalu Tergugat pamit

untuk bekerja di xxxxx xxxxx sedangkan Penggugat tidak ikut dengan

Tergugat dikarenakan mess yang disediakan perusahaan tempat

Tergugat bekerja tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal

bersama
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- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat pernah bercerita
dan mengeluhkan mengenai Tergugat yang kurang dalam memberi
nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali atau mengunjungi
Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam
kesempatan libur kerja Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah
orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
tidak pernah saling mengunjungi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun
yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pengugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Il, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
XXXXxX, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Bulungan, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan
saksi tidak pernah mengetahui perselisihan atau pertengkaran
Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pernah bercerita mengenai
Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi berteman dengan akun sosial media Tergugat dan
pernah melihat Tergugat yang melakukan "live video" yang
menunjukkan perilaku yang tidak selayaknya seorang suami atau
seorang yang telah berkeluarga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali atau mengunjungi
Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam
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kesempatan libur kerja Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah
orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
tidak pernah saling mengunjungi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun
yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pengugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri
sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai
kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan
ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata
ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut
hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg,
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa

secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga
namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi
ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);
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Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam
perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai
dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba’in
shugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak pertengahan tahun
2018 yakni sejak Tergugat mutasi ke xxxxx xxxxx, mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara
Penggugat dan Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi
kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat menjalin
hubungan asmara dengan perempuan lain di Muawa Teweh dengan
memposting kemesraannya di media sosial dan sejak Tergugat tinggal di
Muawa Teweh, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak
anaknya lagi bahkan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :
80 plws wle Ul o ol I35 31 dagie Al G5 gulie 31 82
ole &l 55T asslars p38 Jlssl Jls) 63V 2dIsEs, pullll Glaki
)ostgadl ols (S 85 LI pedlls Sredal
Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja,
niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan
tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi
yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah

bermeterai, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti
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tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1, P.2 dan
P.3 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan
materiil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sempurna
dan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 RBg
juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1
menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana identitasnya dalam
surat gugatan dan harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.2
menjelaskan status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil
gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bunyu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menjelaskan tentang identitas
Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat
dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Maka berdasarkan bukti
surat P.3 telah terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan
bukti surat P.1, identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan, hubungan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka
1 dan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ...... , sudah
dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il mengenai

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di ..... ,

keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud
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Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi

tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi | dan saksi Il yang saling
bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-
sendiri yakni ...... , maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg dan Pasal 1906
KUHPerdata terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-
sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan
pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tidak harmonis disebabkan....;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua)
orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan,
maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa
kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal

Allah berfirman:
8355 wSifi Jazs gl 015850 551 a8l 08 oS0 315 5 2015 o3

0935aL fﬂ%flé‘jjﬂg 9 SL 082S 55

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun
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melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi
Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun

tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena rumah tangga akan berlangsung jika pasangan
suami isteri sama-sama memiliki keinginan untuk mempertahankan dan
menjaga hubungan yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada yang beritikad untuk memperbaiki rumah tangganya dan Penggugat
mengajukan gugatan cerai ini, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan kemafsadatan bagi Penggugat
dan Tergugat. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana
pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis, berbunyi:

dlaall s GIe 3382 awlaall €55
Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada

menarik kemaslahatan”,

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian

dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat
dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal
tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan
Ibnu Majah Juz | halaman 736:

PUTR TSR
Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat
kemudharatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan
bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,
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salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan
pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19
dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (vide Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 298 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/AG/2017 tanggal
31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang
termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

slau VI UIS, zoll wlucl ,l m,,u

L9 l.q.l.u: O o_).n.u.a." ‘ol_g.) aRno al.la._-_y
adlle lgolls Login oVl e uolall
asil.

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz li halaman 248 .

s.n.l.lau ul 4_7_9)1] ul Ule pl.oyl wad)d
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J=all gl Jsall

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

Artinya :

kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia
mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya
sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan
rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya,
memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk
menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran

berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100 :

Slasl e ,.,a_..,v asz 9]l 5L..>JI ols
O &l-o..u?l 9 )1_7”_9 ‘n.gS_gl.ul_g .)y_gyl
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Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya

Artinya :

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan
tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.
Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan

antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah
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menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali

dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :
ox> OMall pllas oM )l ,Lisl 28,
atis 2 olg azoidl 6Lzl o lo o
alos )l gaosi cas>g wlao Vs il Lgas
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Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

a.l.lol.g:_g)J 4.7_9)." a...C-J ,o_\.s- Sl |.)|
q.éj.law.an.l

Artinya :

\\\

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka
Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan ... dan oleh Majelis Hakim dinilai
lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat,
Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat
tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang
menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat
atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat
terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat
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dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata
di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul
Ramadhan, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal
Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan
Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

T.t.d Meterai/T.t.d
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Imam Faizal Baihagqi, S.H. Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota Il

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2.  Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 1.300.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 1.416.000,00

(satu juta empat ratus enam belas ribu
rupiah)
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